BUPATI BUTON TENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang—undaﬁg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas Plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemgrintah Daerah dengan DPRD pada tanggal

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tefitang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
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Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupater Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;

..Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4576 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel(,laan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaraa Negaua
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 };

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakulan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomcr ZJ Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5410) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;
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MEMUTUSHAN :

M‘I‘URAN DAERAH KABUPATER BUTON TENGAH TEHTARG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON
TENGAH TAHUN ANGCARAN 2019

Pagal 1

ﬁ’f;aum dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

ﬁtwmh Rp. 620.342.393.400,00
itk Rp. 644.892.393.400,00

/{ Defisit) (24.550.000.000,00)
Rp. 26.550.000.000,00
Rp. 2.000.000.000,00

n Netto 24.550.000.000,00

bih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan 0,00

/ Pasal 2
1 Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:

satan Asli Daerah sejuinlah Rp. 11.765.258.789,00
A Perimbangan sejumlah Rp. 494.474.338.000,00
i-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 114.102.796.611,00

tan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hfiruf a terdiri dari jenis pendapatan :
ik Daerah sejumlah Rp. 3.030.508.789,00
ibusi Daerah sejumlah Rp. 1.134.750.000,00

-Litin Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 7.600.000.000,00
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hangan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) ~urui b terdiri dari jenjs‘fndagaian -
Hagi Hasil sejumlah Rp. 20.157.512.000,00

inkasi Umum seiumlah - Rp. 376.530.191.000,00
Alokasi Khusus sejumlah Rp. 97.786.635.006,00

n Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapaten :
{hibah Sejumlah Rp. 17.059.058.303,00

Diina Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah Rp. 11.606.900.308,00

Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 85.436.838.000,00

rtuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah

erah Lainnya sejumlah Rp. -

Pasal 3
uijs Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 293.807.981.896,00
‘Helanja Langsung sejumlah Rp. 351.084.411.504,00

i Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
Helanja Pegawai sejumlah Rp. 185.194.827.596,00
flelanja Hibah sejumlah Rp. 3.901.800.000,00
- Helanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 102.586.354.300,00
' Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. / 2.000.000.000,00

-gthnja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 39.634.575.245,00
Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 136.975.935.658,00
¢; Belanja Modal sejumlah Rp. 174.598.900.601,00
/
Pasal 4

F;embiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
@, Penerimaan sejurmlah Rp. 26.550.000.000,00
b, Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
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N Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis pembiayaan:
Le#bih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

8 PA) scjumlah Rp. 26.550.20¢.060,00

yertnan Modal Pemerintah Rp. 2.000.000.000,00

Pesal 5
keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan
rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

an darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria sebagai berikut ;
bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaithana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
kan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemenntahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan “dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

mipiran VII Daftar Piutang Daerah;



ill Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
11 Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

%11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Tengnh menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 8

Hiaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 26 Desember 2018
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DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
2018 NOMOR 14 /{67 /2018
OR REGISTRAS! PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :




